IMPLEMENTASI E-OFFICE PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROVINSI RIAU by RISSA OKTAVIANA
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. 
Defenisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk 
membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Kebijakan merupakan sebuah aturan 
dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan 
tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat menjadi 
pedoman terhadap kebijakan yang telah dibuat.  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peran 
strategis perluasan jaringan akses informasi dalam lingkup global sehingga lalu 
lintas informasi menjadi tanpa batas. Perkembangan kemajuan tersebut secara 
mendasar mampu mengubah kebiasaan cara melakukan berbagai kegiatan 
termasuk dalam penyelenggaraan negara. Kemampuan pemerintah dalam 
mengembangkan penerapan teknologi tersebut diawali dengan munculnya isu 
“Elektronik Government disingkat dengan e-Government” yaitu pemerintahan 
yang berbasis internet.  
Reformasi Birokrasi merupakan Transformasi segenap aspek dalam 
manajemen pemerintah menuju pemerintahan berkelas dunia. Sejarah 
pengembangan e- Government di Indonesia sudah dimulai dari zaman Presiden 
Megawati Soekarnoputri tahun 2003. INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang 
kebijakan dan Strategi Nasional  pengembangan e-Government, mengintruksikan 
kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan 
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e-Government secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan e-Government. 
Negara berkembang telah mengimplementasikan e-Government dengan 
strategi yang disesuaikan berdasarkan karakteristik, kondisi social politik serta 
geografis masing-masing. Berdasarkan hasil survey yang diadakan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2016 perkembangan e-Government di 
Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lainnya. 
Indonesia berada diperingkat ke-116 diantara Negara-negara di Dunia dalam 
laporan survey berdasarkan E-Government Development Index, disingkat EGDI. 
EGDI adalah indicator komposit yang mengukur kemajuan dan kapasitas 
administrasi pemerintahan untuk menggunakan Teknologi Komunikasi dan 
Informasi (TIK) untuk menyediakan layanan public. (United Nation, 2016) 
Salah satu implementasi e-Government adalah aplikasi elektronik 
perkantoran( e-Office). Elektronic Office (e-Office) adalah suatu system yang 
berhubungan dengan admninistrasi, secara maya memusatkan komponen-
komponen sebuah organisasi dimana data, informasi dan komunikasi dibuat 
melalui media telekomunikasi. E-Office  adalah suatu aplikasi yang digunakan 
untuk pengelolaan naskah secara elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi bersifat legal dan berbasis web. (dalam 
PERGUB Riau Nomor 56 Tahun 2016) 
 Electronic dalam e-Office dapat berarti bahwa semua pekerjaan yang 
berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan secara elektronik dan 
mengunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi E-Office mengganti 
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proses administrasi berbasis manual (Paper-Based) ke proses berbasis elektronik 
(paperless) dengan memanfaatkan fasilitas jaringan local (LAN), maupun jaringan 
internet (Online). Aplikasi e-Office menghimpun informasi secara terkonsolidasi 
sehingga menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan yang menghindarkan 
pejabat dari keterbatasan sumber informasi. Keberadaan e-Office memperkecil 
kesenjangan antar generasi aparatur dan memelihara semua dokumen dapat 
terekam dengan rapi sehingga dapat dipelajari kemudian.  Tuntutan keterbukaan 
informasi public mengarah pada optimasi fungsi e-Office dalam menyajikan 
informasi public, begitu juga pelayanan yang cepat.  
Penerapan aplikasi e-Office tentu membawa positif terhadap kinerja instansi 
publik terkait. Melalui aplikasi ini, instansi publik akan lebih mudah dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam administrasi perkantoran, yaitu: 
a. Melalui e-Office, semua surat yang dibuat, dikirimkan ataupun diterima 
terekam dengan baik dalam jaringan internet sehingga akan lebih mudah 
untuk mencari surat yang diinginkan dalam waktu-waktu tertentu. 
b. E-Office juga menghemat pengguna sumber daya, seperti waktu dan biaya 
karena semua surat yang ada disimpan dan dibuat secara elektronik. 
c. Melalui e-Office, instansi public juga akan menghemat waktu dan biaya 
dalam penyampaian surat menyurat antar stakeholders. 
Dengan menggunakan e-Office diharapkan dapat meningkatkan efisiensi 
waktu kinerja dan efektifitas manajemen penyelenggara negara terhadap 
pengelolaan administrasi (surat-menyurat) di lingkungan pemerintah daerah, 
termasuk dalam mengelola data dan informasi serta mampu meningkatkan 
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efesiensi penggunaan alat tulis kantor. Penggunaan serta penerapan teknologi 
informasi di lingkungan pemerintah mendukung percepatan dan ketepatan 
pengambilan keputusan bagi pimpinan di lingkungan pemerintah daerah pada 
tataran birokrasi yang merupakan salah satu faktor keberhasilan pengembangan 
pemerintah daerah menuju era digital. 
Pemerintahan Provinsi Riau Melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 
555/Diskominfo&PDE/90.21 tentang Pelaksanaan E-Government di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Riau pada bulan November 2014,  mengintruksikan kepada 
Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dilingkungan pemerintah Provinsi Riau untuk 
menerapkan aplikasi e-Office sebagai system pendistribusian surat menyurat 
perkantoran yang sudah diberi pelatihan pada tanggal 29-30 Oktober 2014. 
Penerapan e-Office ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran secara Elektronik 
(e-Office) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, bisa dilihat pada pasal 2 ayat 1 
yang berbunyi “seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Riau harus menggunakan aplikasi perkantoran secara 
elektronik (e-Office) dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran”.  
Pemerintah Provinsi Riau cq. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
sudah melakukan pelatihan e-Office sebelum diedarkannya Surat Edaran 
Gubernur Riau terkait intruksi penerapan e-Office dalam mendistribusikan surat 
menyurat. Adapun daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 
Pemerintahan Provinsi Riau yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan e-Office 
dan di intruksikan untuk mengimplementasi e-Office  ialah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1  
Daftar OPD yang telah mengikuti pelatihan e-Office 
 
NO OPD NO OPD 
1.  Biro Tata Pemerintahan Setda 
Provinsi Riau 
24. Dinas Kehutanan Provinsi Riau 
2.  Biro Hukum Organisasi dan 
Tata Laksana Setda Provinsi 
Riau 
25. Dinas Pertambangan dan 
Energi Provinsi Riau 
3.  Biro Hubungan Masyarakat 
Setda Provinsi Riau 
26. Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau 
4.  Biro Administrasi 
Perekonomian Setda Provinsi 
Riau 
27. Perinsdustrian dan 
Perdagangan Provinsi Riau 
5.  Biro Administrasi 
Pembangunan Setda Provinsi 
Riau 
28. Badan Perencanaan 
Pembanguanan Daerah Riau 
6.  Biro Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat Setda 
Provinsi Riau 
29. Badan Penanaman Modal dan 
Promosi  Daerah Provinsi Riau 
7.  Biro Umum Setda Provinsi 
Riau 
30. Badan Penenlitian dan 
Pengembangan Provinsi Riau 
8.  Biro Keuangan Setda Provinsi 
Riau 
31. Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan 
Daearah Provinsi Riau 
9.  Biro Perlengkapan Setda 
Provinsi Riau 
32. Badan Kesbang dan Polinmas 
Provinsi Riau 
10.  Inspektorat Daerah Provinsi 
Riau 
33. Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Riau 
11.  Dinas Perhubungan Provinsi 
Riau 
34. Badan Ketahanan Pangan 
Provinsi Riau 
12.  Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Riau 
35. Badan Perpustakaan Arsip dan 
Dokumentasi Provinsi Riau 
13.  Dinas Kesehatan Provinsi 
Riau 
36. Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pembanguanan Desa Provinsi 
Riau 
14.  Dinas Sosial Provinsi Riau 37. Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Provinsi Riau 
15.  Dinas Tenaga Kerja dan 
Kependudukan Provinsi Riau 
38. Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Riau 
16.  Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Riau 
39. Badan Koordinasi Penyuluhan 
Provinsi Riau 
17.  Dinas Cipta Karya, Tata 
Ruang dan Sumber Daya Air 
40. Kantor Santuan Polisi Pamong 
Praja Provinsi Riau 
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Provinsi Riau 
18.  Dinas Bina Marga Provinsi 
Riau 
41. Rumah Sakit Umum Daerah 
Arifin Achmad Provinsi Riau 
19.  Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Riau 
42. Rumah Sakit Jiwa Tampan 
20.  Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Riau 
43. Sekretariat DPRD Provinsi 
Riau 
21.  Dinas Pertanian dan 
Peternakan Provinsi Riau 
44. Komisi Informasi Provinsi 
Riau (KIP) 
22.  Dinas Perkebunan Provinsi 
Riau 
45. Sekretariat Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Riau 
23.  Dinas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Riau 
  
Sumber:Diskominfotik Provinsi Riau, 2018 
Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing OPD di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Riau sudah mengikuti pelatihan pengelolaan e-Office. 
Namun hanya beberapa OPD yang mengimplementasikan e-Office dalam 
mendistribusikan surat menyurat, termasuk diantaranya beberapa OPD yang 
mengikut pelatihan dan belum mengimplementasikan e-Office secara keseluruhan 
ialah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari Ibu Irawaty, S.Kom, M.Si selaku Kepala Seksi Pengembangan 
Aplikasi Pemerintahan, Bidang Layanan e-Government, Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Beliau menyatakan bahwa: 
 “Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terdapat 45 Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan system e-Office, akan tetapi 
masih banyak yang belum konsisten dalam menerapkan system e-Office. 
Salah satu OPD yang masih mengunakan Sistem Perkantoran Manual dan 
belum menerapkan system e-Office secara keseluruhan  ialah Badan 
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau”.  
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau telah mengutus 
perwakilan untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengeloaan e-Office. Selain 
itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau diwakili Tenaga IT 
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yang ditugaskan sudah melakukan sosialisi dan pelatihan khusus pegawai yang 
ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Hingga saat ini, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau hanya menggunakan e-Office untuk 
surat masuk saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.2 
Administrasi Perkantoran pada Badan Penelitian Dan Pengembangan 
Provinsi Riaus 
 
No Administrasi Perkantoran 
Secara 
Manual 
Secara Elektronik 
( E_Office) 
1.  Keputusan Kepala SKPD   - 
2.  Surat Edaran   - 
3.  Surat Biasa   - 
4.  Surat Keterangan   - 
5.  Surat Perintah    - 
6.  Surat Izin   - 
7.  Surat Perjanjian   - 
8.  Surat Perintah Tugas (SPT)   - 
9.  Surat Perintah Perjalanan 
Dinas(SPPD) 
  - 
10.  Surat Undangan   - 
11.  Nota Dinas   - 
12.  Telaah Staf   - 
13.  Pengumuman    - 
14.  Berita Acara   - 
15.  Surat Masuk     
16.  Surat Keluar   - 
Sumber: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau 
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Badan Penelitian Dan 
Pengembangan Provinsi Riau sebagian besar menggunakan Sistem Administrasi 
Perkantoran Manual dan hanya Surat Masuk yang menggunakan Sistem 
Elektronik Perkantoran (e-Office). Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan 
dilapangan ialah surat yang masuk melalui e-Office akan di disposisikan secara 
manual dengan menggunakan kertas sesuai dengan perintah atasan, surat keluar 
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dikirimkan ke penerimaan surat melalui proses manual dengan menggunakan jasa 
kurir surat dan ada beberapa pegawai yang belum mengerti dalam menggunakan 
e-Office. Berikut salah satu disposisi surat secara manual sebagai berikut: 
Gambar 1.1 
Disposisi Surat Secara Manual 
  
    Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti,2018 
 
Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan 
tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Implementasi  E-
Office Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau.” 
1.2 Perumusan Masalah  
Dalam  uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 
ini yaitu: 
1.2.1 Bagaimana Implementasi e-Office pada Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Riau? 
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1.2.2 Apa faktor-faktor  yang menghambat Implementasi e-Office pada Badan 
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi e-Office  pada Badan Penelitian 
dan Pengembangan Provinsi Riau. 
1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam 
mengimplementasi e-Office pada Badan Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Riau. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah sehingga 
penulis dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini dilakukan adalah: 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan dan 
pengkajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi e-Office pada 
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Serta untuk mengembangkan 
ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga berguna bagi 
perkembangan khazanah Ilmu Admninistrasi Negara.  
1.4.2 Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, 
lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparatur pelaksana kebijakan tersebut 
untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah 
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khususnya terkait implementasi e-Office pada Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Riau berjalan secara maksimal. 
1.5 Batas Penelitian 
Adapun batas penelitian yang digunakan pada penelitian hanya terbatas 
pada implementasi e-Office Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 
Riau. 
1.6 Sistematika  
Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas 
dalam penelitian ini, maka diuraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 
BAB II      LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan mengenai logika atau penalaran, atau seperangkat 
konsep, defenisi dan proporsi yang disusun secara sistematis yang 
berisikan teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, 
jurnal, publikasi yang relavan. Masalah yang diteliti berisikan 
diantaranya: Landasan teori, Pandangan islam, , Defenisi konsep, 
Indikator penelitian, Kajian terdahulu, dan Kerangka pemikiran 
BAB III     METODE PENELITIAN 
Bab ini berisikan tentang Lokasi dan waktu penelitian, jenis 
penelitian, Sumber data, Subjek penellitian, Key informan penelitian, 
Teknik Pengumpulan data, dan Teknis analisis data. 
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BAB IV    GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Bab ini mengemukakan tentang Sejarah singkat, Visi dan misi, dan 
Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 
Riau. 
BAB V      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tenang hasil penelitian yang dilakukan pada Badan 
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 
BAB VI     PENUTUP 
Bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan dilanjutkan 
dengan memberikan saran-saran tentang skripsi. 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
